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Menimbang

Mengingat

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

a.

bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur
Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2025, maka perlu
ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat
(4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Rencana
Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah
setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah
ditetapkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan  Gubernur tentang
Rencana Kerja Perangkat Daerah  Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2024;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan  Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);



0.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang
Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6870);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5888) sebagaimana telahdiubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);



10.

11.

12.

13.

14.

15.
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17.

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017
tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan  Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah
Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);
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19.

20.

21.

22.
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4.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1419);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor 34);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2016 Nomor 90);



Menetapkan:

KESATU

KEDUA

24.

25.

5.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor 102);

Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2025 (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2025.

Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU terdiri dari:

a.
b.

2

Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian
dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah;

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Kalimantan Tengah;

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi
Kalimantan Tengah;

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah;

Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam
Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Kalimantan Tengah;

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan
Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;

. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan

Tengah;

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
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Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Kalimantan Tengah;

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi
Kalimantan Tengah;

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi
Kalimantan Tengah;

Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan
Tengah;

. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi

Kalimantan Tengah;

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Kalimantan Tengah;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi
Kalimantan Tengah;

Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan
Tengah;

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi
Kalimantan Tengah;

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah;

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan
Tengah;

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;

Rumah Sakit Umum Daerah Hanau;

Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;

.Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda

Provinsi Kalimantan Tengah;

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan
Tengah;

Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;

Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi
Kalimantan Tengah;

Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Setda
Kalimantan Tengah;
Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi

Kalimantan Tengah; dan
Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah.



7.

KETIGA :  Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang telah ditetapkan,
menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun
RKA Perangkat Daerah.

KEEMPAT :  Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 Juli 2024

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Tembusan:

1.

2.

Menteri Dalam Negeri:
Up. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:
Up. a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
b. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan;
c. Asisten Administrasi Umum; dan
d. Kepala Biro Hukum.

. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Pengembangan Provinsi

Kalimantan Tengah;

. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah; dan
. Masing-masing Kepala Perangkat Daerah untuk diketahui.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
dari Balai Sertifikat (BSrE) Badan SIBER dan Sandi Negara



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan
acuan perencanaan SKPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun
dari RPIJMD. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sedangkan aturan secara rinci mengacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja Tahun 2025 disusun sebagai implementasi dari tahapan
perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor
mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan
daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan
penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak

kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.

Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna.
Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok RENJA tersebut

sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan.

Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami
ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan

rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Palangka Raya, 4 Juli 2024

pala Satuan Polisi Pamong Praja
vinsi Kalimantan Tengah,

U, S.Pd., M.Si
NTan 1 e Fembina Utama Madya
NIP. 19700228 199803 1 007
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Pemeniutat Provinsc Ralimantan Tengat WA/

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah dan pelaksanaannya lebih lanjut diatur
ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dalam
peraturan dimaksud diamanatkan bahwa Perangkat Daerah (PD) wajib

menyusun Renja PD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan PD.

Renja PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD)
yang disusun untuk periode Tahun 2025 dan merupakan penjabaran dari
Rencana Strategis (Renstra) PD yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, sehingga penyusunan
Renja PD dilakukan secara silmutan/paralel dengan Penyusunan Rancangan
Awal RKPD.

Renja PD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
disusun agar dapat memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan selama dalam tahun anggaran 2025 sesuai dengan Tugas
Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah,
dengan demikian akan dapat memberikan gambaran tentang arah dan tujuan
program, target kinerja yang akan dicapai serta kegiatan pelayanan sosial yang

akan dilaksanakan.

Penyusunan Renja PD merupakan proses awal dari penyusunan
perencanaan program dan anggaran PD yang akan terkait dengan proses
penyusunan Rancangan Anggaran Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran
2025, sehingga program dan kegiatan yang tertuang di dalam Renja PD akan
menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PD
Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Renja PD Thn. 2025 - Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah | 1
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2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5107);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Renja PD Thn. 2025 - Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah | 2
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13.

14.

15.

16.

17.

24.

25.

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pola Dasar Pembangunan
Kalimantan Tengabh;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi
Kalimantan Tengabh;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi. Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.

Maksud

Penyusunan Renja PD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan
dimaksudkan sebagai Dokumen Perencanaan Program Tahun Anggaran

2025, yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran.
Tujuan

a. Memberikan gambaran tentang Program dan Kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2025.
b. Merencanakan target dan sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan

dalam Tahun Anggaran 2025.
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Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja  Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2025 ini, disusun terdiri dari 5 (lima) Bab dengan

sistematika sebagai berikut :

BAB |

BAB Il

BAB Il

BAB IV

BAB V

PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud
dan tujuan, dan sistematika penulisan.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,
terdiri dari evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 dan capaian
Renstra PD, analisis kinerja pelayanan PD, isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, review terhadap rancangan
awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan Kkegiatan

masyarakat.

TUJUAN DAN SASARAN, terdiri dari telaahan terhadap kebijakan

nasional, dan tujuan dan sasaran Renja PD.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,
memuat uraian tentang indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi
kegiatan, kebutuhan dana indikatif, dan sumber dana dari program dan

kegiatan PD yang akan dilaksanakan.

PENUTUP memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat
perhatian baik dalam pelaksanaannya maupun ketersediaan

anggaran.
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BAB 11
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 dan Capaian Renstra PD
Pada Tahun Anggaran 2023, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kalimantan Tengah mengelola anggaran sebesar Rp. 24.466.862.497 -
(Dua puluh empat milyar empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam
puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dari APBD Provinsi
Kalimantan Tengah, yang terdiri dari Belanja Operasi Rp. 23.349.691.297 - (Dua
puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan satu
rbu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan Belanja Modal
Rp. 1.117.171.200 - (Satu milyar seratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh satu
ribu dua ratus rupiah).
Adapun tingkat Capaian dan Realisasi anggaran dimaksud adalah sebagai
berikut ;
Dana APBD Provinsi
No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pagu Rellos) Kadngea R.I-EIEI‘I:‘I
Anggaran (Rp) Rp % (%)
L 2 P 4 5 6
Program Penunjang Urusan
1 Pemerintahan Daerah Provinsi 23.480.862.497 | 21.767.802.247 | 92,93 100,00
Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluas! Kinerja Perangkat Daorah 259.207.001 258.348.488 | 99,67 | 100,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah 60.828.001 60.508.120 | 99,47 100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD 20.000.000 19.910.750 | 99,55 | 100,00
Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-SKPD 15.125.000 16.043.100 | 99,46 100,00
Koordinasi dan Penyusunan
DPA-SKPD 20.000.000 19.945.770 | 99,73 | 100,00
Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan DPA-SKPD 18.537.000 18.533.770 | 99,98 | 100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan |khtisar Realisasi 74.717.000 74670926 | 99,94 | 100,00
Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50.000.000 49.736.052 | 9947 | 100,00
LR SR 10.818.487.858 | 9.466.876.106 | 91,18 | 100,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.791.487.858 | 9.440.009.639 | 87,48 | 100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD 10.000.000 9.959.336 | 99,59 | 100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/Triwulanan/ 17.000.000 16.807.131 | 99,45 100,00
Semesteran SKPD
e 52.840.000 |  52.729.000 | 99,79 | 100,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
Kelangkepannva 52.840.000 52.729.000 | 99,79 | 100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.156.102.500 | 1.154.610.447 | 99,87 | 100,00
Penyediaan Komponen Instalasi 7.000.000 7.000.000 | 100,00 100,00
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No.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Pagu

Anggaran (Rp)

Relisasi Keuangan

Realisasi
Fisik

Rp

%

(%)

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

308.764.500

307.480.367

98,58

100,00

Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

70.000.000

69.997.100

99,99

100,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

30.000.000

30.000.000

100,00

100,00

| Fasilitasi Kunjungan Tamu

15.000.000

15.000.000

100,00

100,00

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

620.338.000

620.244.986

99,09

100,00

Dukungan Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD

120.000.000

119.887.994

99,91

100,00

Pengadaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

865.477.375

664.851.400 E

99,01

100,00

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan

665.477.375

664,851,400 |

99,91

100,00

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

10.023.386.603

8.672.600.589

99,50

100,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

10.000.000

10.000.000

100,00

100,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

233.620.000

206.159.323

88,25

100,00

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

9.779.770.000

9.456.441.246

96,69

97,00

Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

505.361.160

497.786.237

98,50

100,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

244.615.460

243.959.772

99,73

100,00

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya

50.000.000

50.000.000

100,00

100,00

Pemeliharaan/Rehabilitasi

Kantor atau Bangunan lainnya

Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung

210.745.700

203.826.465

96,72

100,00

Program Peningkatan Ketenteraman
Dan Ketertiban Umum

986.000.000

1.017.368.278

98,35

100,00

Penanganan Gangguan Ketenteraman
dan Ketertiban Umum Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi

Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan
Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,
Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan
Pengawalan

572.000.000

796.985.478

98,61

100,00

90.000.000

92.666.400

99,64

100,00

Penindakan atas Gangguan Ketenteraman
dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda
dan Perkada melalui Penerbitan dan
Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan
Massa

54.000.000

53.835.800

99,70

100,00

Koordinasi Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi

93.000.000

92.946.037

99.94

100,00

Pemberdayaan Perlidungan Masyarakat
dalam rangka Ketenteraman dan
Ketertiban Umum

220.000.000

213.285.980

96,95

100,00

Renja PD Thn. 2025 - Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
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[ Realisasi
2 : Pagu Relisasi Keuangan
No. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Fisik
Anggaran (Rp) Rp % (%)

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi

Pamongpraja dan Satuan Perlindungan

Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan 100.000.000 99.447.100 | 9045 100,00

Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia

Penyediaan Layanari Dalam Eangka B -

Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan 12.000.000 11.848.500 | 98,74 100,00

Peraturan Kepala Daerah

Penegakan Peraturan Daerah Provinsi

dlari Parstn i Gubamitr 238.000.000 230.880.200 | 98,65 | 100,00

Sosialisasi Penegakan Peraturan

Dasrah dan Paraluran Gubemur 142.000.000 84.175.100 | 99,03 100,00

Pengawasan atas Kepatuhan terhadap

Pelaksanaan Peraturan Daerah dan 50.000.000 47.900.850 | 96,77 100,00

Peraturan Gubernur

Penanganan atas Pelanggaran Peraturan

Daerah dan Peraturan Gubernur 46.000.000 §3.903.000 | 99,36 100,00

Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai

Negeri Sipil (PPNS) Provinsi 176.000.000 174.781.948 99,31 100,00

S vgasIbangIy Cpeitas o e 130.000.000 |  129.740.358 | 99,80 | 100,00

Kegiatan Pemberkasan Administrasi

Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda,

Dukungan Pelaksnaaan Sidang Ditempat, 46.000.000 45.041.590 | 97,92 100,00

Penguatan Sekretariat Bersama PPNS -
JUMLAH 24.466.862.497 | 22.737.494.562 | 92,93 100,00

Secara keseluruhan, target pelaksanaan Renja Tahun 2023 khususnya

yang bersumber dari dana APBD untuk Belanja Operasi dan Belanja Modal

dapat tercapai, dan dapat diketahui dan pencapaian Prosentase Penyerapan
Anggaran sebesar 92,93% (Sembilan puluh dua koma sembilan puluh tiga

persen) dan Prosentase fisik mencapai 100,00 % (Seratus persen).

Sehingga beberapa kegiatan terdapat sisa anggaran diantaranya adalah

sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, terdapat sisa

anggaran sebesar Rp. 1.713.080.250,- (Satu milyar tujuh ratus tiga belas juta
enam puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau 7,30 % (tujuh koma tiga

puluh persen) dari pagu anggaran yang tersedia.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari

beberapa kegiatan yaitu :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,
terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 858.513,- (Delapan ratus lima puluh
delapan ribu lima ratus tiga belas rupiah) atau 0,33 % (nol koma tiga
puluh tiga persen) dari pagu anggaran yang tersedia.
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b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdapat sisa anggaran
sebesar Rp. 1.351.611.752,- (Satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta
enam ratus sebelas ribu lima ratus tujuh puluh lima dua rupiah) atau
12,49 % (dua belas koma empat puluh sembilan persen) dari pagu
anggaran yang tersedia.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdapat sisa anggaran
sebesar Rp. 111.000,- (Seratus sebelas ribu rupiah) atau 0,21 % (nol
koma dua upulh satu persen) dari pagu anggaran yang tersedia.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdapat sisa anggaran sebesar
Rp. 1.492.053,- (Satu juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu lima
puluh tiga rupiah) atau 0,13 % (nol koma tiga belas persen) dari pagu
anggaran yang tersedia.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 625.975,- (Enam ratus dua
puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) atau 0,09 % (nol
koma nol sembilan persen) dari pagu anggaran yang tersedia.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdapat sisa
anggaran sebesar Rp. 350.786.034,- (Tiga ratus lima puluh juta tujuh
ratus delapan puluh enam ribu tiga puluh empat rupiah) atau 3,50% (tiga
koma lima puluh persen) dari pagu anggaran yang tersedia.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 7.574.923,- (Tujuh juta lima
ratus tujuh puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) atau
1,80 % (satu koma lima puluh persen) dari pagu anggaran yang tersedia.

2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, terdapat sisa
anggaran sebesar Rp. 16.307.685,- (Enam belas juta tiga ratus tujuh ribu
enam ratus delapan puluh lima rupiah) atau 1,65 % (satu koma enam puluh
lima persen) dari pagu anggaran yang tersedia.

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terdiri dari

beberapa kegiatan yaitu :

a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, terdapat sisa
anggaran sebesar Rp. 7.970.183,- (Tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh
ribu serratus delapan puluh tiga rupiah) atau 1,39 % (satu koma tiga
puluh sembilan persen) dari pagu anggaran yang tersedia.

b. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur, terdapat
sisa anggaran sebesar Rp. 7.119.450,- (Tujuh juta seratus sembilan

S— - -—
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belas ribu delapan ratus rupiah) atau 2,99 % (dua koma sembilan puluh
sembilan persen) dari pagu anggaran yang tersedia.

c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi, terdapat sisa
anggaran sebesar Rp. 1.218.052,- (Satu juta dua ratus delapan belas
ribu lima puluh dua rupiah) atau 0,69 % (nol koma enam puluh sembilan
persen) dari pagu anggaran yang tersedia.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah dengan
mengoptimalkan penggunaan anggaran yang semaksimal mungkin sesuai
dengan pagu anggaran yang sudah tersedia.
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Pemernintaly Provinse Zalimantan WA 2024

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Mengacu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dapat disampaikan
beberapa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung kinerja
pelayanan dari Satuan Polisi Pamong Praja, antara lain sebagai berikut yaitu

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan

kegiatan, antara lain :

a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, dengan
Sub Kegiatan :

1) Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi.

2) Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

3) Pemberdayaan  Perlindungan  Masyarakat dalam rangka
Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

4) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui
Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,
Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan.

5) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan
Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang
Bernuansa Hak Asasi Manusia.

6) Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan
Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.

b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan
Gubernur, dengan Sub Kegiatan :
1) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
2) Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan
Daerah dan Peraturan Gubernur.
3) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur.

Renja PD Thn. 2025 - Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah | 18



Pemenintah Provinsi Ralimantan Tengah LA

c. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
1) Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.
2) Dukungan Operasional Sekretariat PPNS.

e e e e e s & — ——n L e o
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Pemerintak Provinsi Ralimantan Tengal WELA

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT
DAERAH

a. ldentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan pelayanan sebagai unsur staf Satuan Polisi

Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Gubernur Kalimantan Tengah melalui Sekretaris Daerah dibidang

Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut :

1.

Memberikan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum,
ketenteraman masyarakat dan menegakkan Peraturan Daerah dan
Keputusan Kepala daerah.

Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan masalah
ketenteraman dan ketertiban masyarakat

Melakukan Pemeriksaan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan
Keputusan Kepala Daerah.

Memberikan Pembinaan disiplin dalam rangka menertibkan dan menindak
warga masyarakat yang mengganggu ketenteraman masyarakat dan
ketertiban umum.

Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat
mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga
adanya tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan.
Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya
pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala daerah.

b. Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan

Dalam pelaksanaan Analisa identifikasi lingkungan internal dan Analisa

identifikasi lingkungan Eksternal pada Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan

Tengah dengan pendekatan S W O T, yang digunakan untuk mengetahui sejauh
mana tingkat KEKUATAN (Strength) dan KELEMAHAN (Weakness) yang akan
dilakukan, apa yang menjadi PELUANG (OPPORTUNITIES) dan TANTANGAN
(THREATS) Dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut :

1.

Lingkungan Internal.
a) Kekuatan (Strength)
1) Dasar Hukum Keberadaan kelembagaan Satuan Polisi Pamong
Praja;

2) Komitmen Masyarakat yang anti KKN dan Akuntabilitas Publik ;
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3) Tersedianya kualitas SDM Aparatur Polisi Pamong Praja
di Provinsi, Kabupaten, Kota se - Kalimantan Tengah ;

4) Tersedianya dukungan Sarana dan Prasarana Operasional Polisi
Pamong Praja yang memadai ;

5) Terjalinnya kondisi dan hubungan kemitraan dengan POLRI,
Kabupaten/Kota, Kiai, Ulama dan Tokoh Masyarakat
se-Kalimantan Tengah ;

6) Terjalinnya kerja sama dengan Aparatur Keamanan (POLRI) dan
instansi terkait untuk terciptanya situasi Kalimantan Tengah yang
kondusif ;

7) Tingginya kesadaran sikap dan budaya terbuka masyarakat

Kalimantan Tengah.

b) Kelemahan (Weakness).

1) Keterlambatan penetapan/kurangnya Peraturan Pemerintah/ Protap
Tentang Polisi Pamong Praja ;

2) Belum mantapnya materi (Silabi) secara jelas mengenai pendidikan
dan pelatihan Polisi Pamong Praja ;

3) Belum Optimalnya tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja dalam
rangka penegakan Peraturan Daerah (PERDA) dan Operasional
lapangan Trantibum ;

4) Belum Optimalnya dedikasi dan loyalitas SDOM Polisi Pamong Praja
terhadap Tugas ;

5) Anggota Polisi Pamomg Praja masih ada yang belum mengikuti
Pelatihan dan Pendidikan PPNS dan DIKLAT Polisi Pamong Praja;

6) Pelaksanaan Tugas Polisi Pamong Praja di lapangan yang masih
belum sesuai dengan Prosedur tetap (PROTAP) dan Standar
Operasional Prosedur ( SOP) ;

7) Kurangnya kerjasama sosial dan meningkatnya penduduk miskin.

8) Padatnya jumlah penduduk dan penyerapan angkatan kerja yang
kurang di Kalimantan Tengah.

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang (Opportunities)
1) Meningkatnya tingkat pendidikan ;
2) Mantapnya kerukunan warga masyarakat ;
3) Kehidupan Masyarakat yang semakin demokratis diharapkan akan
mendorong terciptanya kondisi keamanan yang tertib, aman dan
tenteram ;
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S)
6)

7)

Adanya semangat reformasi dan paradigma baru ;

Tumbuh dan berkembangnya demokrasi dan partisipasi masyarakat ;
Tumbuh kesempatan yang luas untuk berprasangka mengambil
keputusan ;

Terjadinya hubungan dengan aparatur POLRI (Eksekutif dan
Yudikatif), Dinas dan Badan, serta Perguruan Tinggi Negeri dan
Swasta.

b. Ancaman (Threats)

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

Pengaruh Negatif dengan adanya persaingan Era Globalisasi ;
Tuntutan  Penyelenggaraan Pemerintah yang baik (Good
Governance) ;

Tuntutan Kualitas dan Kuantitas pelayanan Publik ;

Kontrol sosial semakin meningkat ;

Lemahnya Koordinasi ;

Tidak terpenuhinya sarana dan prasarana hasil pembangunan yang
merata akan dapat meningkatkan mobilitas kejahatan ;

Krisis ekonomi multi dimensi dapat menyebabkan naiknya tingkat
kejahatan di masyarakat ;

Terbatasnya Instansi Pemerintah dan Perusahaan Swasta dalam
penerimaan tenaga kerja ;

Terputusnya sektor usaha perdagangan dan pabrik-pabrik pada kota /
lokasi tertentu :

10) Krisis ekonomi multi dimensi yang belum juga pulih sehingga dapat

menyebabkan naiknya tingkat kejahatan di masyarakat.

c. Analisis Strategis dan Pilihan

Setelah dipilih dan ditetapkan Kekuatan (Strength), Kelemahan
(Weakness), Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats) dari analisa
identifikasi lingkungan eksternal tersebut maka diperoleh suatu kesimpulan
Asumsi Analisa SWOT sebagai berikut :

1. Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6

Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Perlu adanya penyamaan persepsi tentang Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja oleh

seluruh aparatur penyelenggara pemerintah dan masyarakat.

Perlu tersedianya SDM aparatur yang berkualitas dan Profesional.

4. Perlu adanya semangat kerja dan disiplin yang tinggi bagi setiap aparatur

penyelenggara Pemerintahan.
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5. Perlu tersedianya anggaran dan sarana prasarana kerja yang cukup.
Perlu peningkatan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan simplifikasi
Program penanganannya.

7. Perlu penataan kewenangan penanganan trantibum dan penegakan Perda.

Dengan demikian maka, lingkungan strategis tersebut, sangat
mempengaruhi tingkat kelancaran dan menunjang tugas-tugas Polisi Pamong
Praja Provinsi Kalimantan Tengah termasuk didalamnya akan mempengaruhi
apakah peningkatannya sarana dan prasarana serta peningkatan kinerja
aparatur Polisi Pamong Praja akan meningkatkan dengan kondisi ketenteraman
dan ketertiban di Provinsi Kalimantan Tengah yang kondusif dengan
mewujudkan Good Governance dapat dilaksanakan dengan baik.

d. Dampak Terhadap Visi dan Misi Pembangunan Provinsi

Menyebabkan target yang ingin di capai dalam jangka waktu tertentu,
tidak dapat dicapai sesuai rencana. Hal ini dapat diukur dengan capaian target
SPM yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI.

e. Penentuan Isu-lsu Strategis
Dalam rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi
Pamong Praja agar dapat mencapai hasil yang optimal sangat ditentukan oleh
beberapa faktor pendukung serta penunjang diantaranya adalah sebagai
berikut :

1. Faktor Sarana dan Prasarana Operasional di lapangan
Faktor sarana dan prasarana pendukung operasional di lapangan
mempunyai peranan yang cukup penting serta signifikan dalam upaya
pencapaian hasil yang lebih optimal, disamping itu dengan terpenuhinya
sarana prasarana dan perlengkapan operasional di lapangan akan
memberikan semangat lebih serta etos kerja yang diharapkan dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Sarana dan Prasarana dimaksud diatas meliputi :
a) Kendaraan Operasional Roda 4 dan Roda 2.
b) Perlengkapan Personil yang memadai dan sesuai dengan ketentuan
serta prosedur tetap (Protap) Satuan Polisi Pamong Praja.
c) Pemberian Insentif yang memadai sesuai dengan unsur resiko yang
dibebankan kepada personil Satpol PP,

2. Pembiayaan yang bersumber dari dana APBD perlu ditingkatkan sehingga
bisa melaksanakan keseluruhan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi
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Pamong Praja melalui berbagai program dan kegiatan yang selama ini
belum dilaksanakan agar lebih mendekati kebutuhan ideal dari perangkat

daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Peningkatan kapasitas serta kuantitas dari personil Satuan Polisi Pamong
Praja yang ideal untuk lingkup Provinsi sebagai rujukan untuk Satpol PP
Kota Palangka Raya mempunyai jumlah personil Satpol PP sebanyak 197
orang, sedangkan kondisi saat ini untuk Satpol PP Provinsi Kalimantan
Tengah secara keseluruhan memiliki anggota berjumlah 348 terdiri dari
PNS 76 Orang dan Tenaga Kontrak 272 Orang personil Satpol PP.

4. Lemahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pemahaman
Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur serta Peraturan Kepala Daerah
yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat luas, sehingga
kerap terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.

24 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat terdiri dari 2 (dua) program, 10 (sepuluh) kegiatan. Bahan
pertimbangan terhadap rumusan rencana program dan kegiatan yang menjadi
prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dalam Rencana
Kerja (Renja) Tahun 2025 adalah seperti yang tertuang dalam dokumen Renstra
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yang
berfokus pada pencapaian visi dan misi Gubernur Kalimantan Tengah. Urusan
Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan
Masyarakat terdiri dari 2 (dua) program dan 10 (sepuluh) kegiatan.

Rekapitulasi rencana program dan kegiatan pada Renja Tahun 2025 adalah:

» Jumlah Program . 2 program.

» Jumlah Kegiatan . 10 kegiatan.

» Jumlah Sub Kegiatan : 36 sub kegiatan.

» Pagu indikatif . Rp. 26.794.560.795,-.

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah adalah Cakupan pelayanan
ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Daerah Provinsi
dengan target capaian tahun 2025 sebesar 100 %.

Rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Satpol PP
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Bidang Ketentraman dan Ketertiban
Umum dengan aspek indikator kinerja sebagai berikut :
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1. Persentase Persentase gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban
umum yang ditangani, target capaian 100 %.
2. Persentase Persentase penegakan pelanggaran Perda Provinsi dan Pergub

yang ditangani, target capaian 100 %.

Pagu Indikatif rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Tahun 2025 OPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sebesar
Rp. 14.891.213.459 - untuk kegiatan rutin (termasuk gaji Tenaga Kontrak), ditambah
untuk Penyediaan Gaiji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 11.903.347.336,- sehingga
total Pagu Indikatif rancangan akhir RKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kalimantan Tengah sebesar Rp. 26.794.560.795,-. Review terhadap rancangan
awal RKPD Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
dapat dilihat pada tabel berikut ini :
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2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada prinsipnya rancangan Rencana Kerja yang di buat tetap mengacu pada
Program dan Kegiatan yang memihak dan memperhatikan kepada kebutuhan,
kepentingan, dan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman, ketertiban
umum serta perlindungan masyarakat, yang di tuangkan dalam bentuk program
antara lain :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
2) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kalimantan Tengah tidak ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat
(Musrenbang, pokir dan usulan tokoh masyarakat).

Table 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Provinsi Kalimantan Tengah

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja

Indikator Besaran/
No. | Program/Kegiatan Lokasi Kinerja olisne Catatan
1. | NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL | NIHIL
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3.1

3.2

BAB Il

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana strategik daerah Kabupaten/Kota secara jelas belum tentu
mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah Provinsi, hal ini mengingat adanya
perbedaan tingkat prioritas pembangunan daerah masing-masing yang
disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya dan disesuaikan dengan visi dan misi
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah secara umum
memiliki kaitan tugas dan fungsi yang baik, namun program dan kegiatan
di tingkat Kabupaten/Kota sebagian besar memiliki kesamaan program dan
kegiatan yang sifatnya berjenjang baik dari tingkat pusat maupun sampai
ke daerah. Secara hirarki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota
se-Kalimantan Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu
berkoordinasi dan konsultasi baik dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kalimantan Tengah maupun dengan Ditjen Bina Administrasi dan Kewilayahan
Kementerian Dalam Negeri.

Rencana Kerja Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah merupakan bagian
dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Sistem Perencanaan
Pembangunan Provinsi yang memerlukan dukungan Satpol PP Provinsi
Kalimantan Tengah yaitu penerapan pelayanan publik di daerah, penyediaan
layanan dasar bidang ketentraman dan Kketertiban umum sesuai Standar
Pelayanan Minimal (SPM). Oleh karena itu, Rencana Kerja Satpol PP Provinsi
Kalimantan Tengah harus bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik

di tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten.

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan
sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu. Tujuan
dan Sasaran ini dibuat lebih riil dari misi dan diharapkan dapat menjadi pedoman
melakukan langkah-langkah selanjutnya.

Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara
kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan
perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi

organisasi.
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Dalam rangka mewujudkan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Kalimantan Tengah, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran

strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Satuan Polisi

Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, yaitu :

a. Tujuan

Tujuan yang ingin diwujudkan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Kalimantan Tengah pada Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelaksanaan Penegakan Perda dan Perkada dalam
Rangka Mendorong Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Polisi Pamong Praja Agar Lebih
Efektif, Handal, Tangguh dan Profesional.

3. Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama Antar Lembaga, Instansi
Terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota, Swasta dan Masyarakat Dalam
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

4. Melaksanakan Deteksi Dini dan Pemetaan Wilayah Rawan Serta
Memelihara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

5. Meningkatkan Kualitas Anggota Satlinmas Dalam Tanggap Darurat
Bencana, Pam Swakarsa, Mendukung Pelaksanaan Pemilu /Pilkada dan
Perlindungan Masyarakat.

6. Menyiapkan Sarana dan Prasarana yang Memadai Guna Menunjang
Kelancaran Tugas.

b. Sasaran

Adapun sasaran, program dan kegiatan sebagai penjabaran tujuan

dimaksud adalah:

1

2)

3)

4)

5)

6)

Meningkatnya pendapatan asli daerah melalui penegakan Perda dan
Perkada.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas Polisi Pamong Praja.

Meningkatnya Koordinasi dan Kerjasama Antar Lembaga, Instansi
Terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota, Swasta dan Masyarakat Dalam
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
Terlaksananya Deteksi Dini dan Pemetaan Wilayah Rawan Serta
Memelihara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
Meningkatnya kualitas Anggota Satlinmas dalam Tanggap Darurat
Bencana, Pam Swakarsa, dan Perlindungan Masyarakat.

Siapnya sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang

kelancaran tugas.
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3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Pelaksanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan

Tengah Tahun 2025 ditunjang dengan Belanja Langsung, yaitu Belanja Operasi

(Belanja pegawai, belanja barang dan jasa), dan Belanja Modal (Belanja modal

peralatan dan mesin, Belanja modal gedung dan bangunan).

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong

Praja Provinsi Kalimantan Tengah untuk Tahun Anggaran 2025 bersumber dari

dana APBD Provinsi. Program/kegiatan yang bersumber dari dana APBD

Provinsi terdiri atas 2 (dua) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan, dan 37 (tiga puluh

tujuh) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 26.794.560.795,-

(Dua puluh enam milyar tujuh ratus Sembilan puluh empat juta lima ratus enam

puluh ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima rupiah).

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1.

Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

~|o|alo o

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD.

g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/
Semesteran SKPD.

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Fasilitasi Kunjungan Tamu.

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

@e|~|o oo o)

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada
SKPD.

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
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7. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas, atau Kendaraan Dinas Jabatan.

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

8. | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

a. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi.

b. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

c. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman
dan Ketertiban Umum.

d. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui
Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan
Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan.

e. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan
Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang
bernuansa Hak Asasi Manusia.

f. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan
Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.

9. | Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur

a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

b. Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah
dan Peraturan Gubernur.

c. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur.

10. | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi

a. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

b. Dukungan Operasional Sekretariat PPNS

Adapun rumusan rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

akan disajikan pada Tabel 3.3 dibawah ini.
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan
tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program
sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam
rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk
masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan SKPD.
Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan

akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan
dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja
dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah,
menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini
terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program
kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang

telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit
kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada
bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat
daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah.
Penetapan standar pelayanan merupakan cata untuk menjamin dan meningkatkan

akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja juga merupakan ukuran kuntitatif dan atau kualikatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.
Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta
digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap
perencanaaan (ex ente), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah

kegiatan selesai dan berfungsi (ex post).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen
pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan
pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk
memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan

ataau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah system akuntabilitas kinerja
menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator
knerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor public memliki

karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output,
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outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar

berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah yang
mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra adalah indikator kinerja yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kalimantan Tengah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran Renstra.

KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2021-2026

INDIKATOR
TUJUAN SASARAN KINERJA UTAMA SATUAN
Meningkatkan Tingkat | Meningkatnya Rasio Anggota Persentase (%)
Kondusifitas Daerah Ketertiban dan Satuan Polisi

melalui Pemenuhan Ketentraman

Pamong Praja
Kebutuhan Dasar dan | Masyarakat

pengurangan per 10.000
Kemiskinan penduduk
Masyarakat

Kelompok Sasaran adalah sekumpulan sasaran yang mempunyai tujuan
interaksi satu sama lain untuk mencapai tujuan program dalam kurun waktu yang
ditentukan.

Indikator Sasaran adalah alat ukur spesifik menggambarkan target atau hasil
yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu
kegiatan yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau
kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif
dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Pencapaian Sasaran diperolen dengan cara membandingkan target dengan
Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas
hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan
dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana
yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program
prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif
selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan
pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya
didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN dan sumber-

sumber pendanaan lainnya).
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Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan
tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026

yang memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja.

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2025 disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini :

Renja PD Thn. 2025 - Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah | 44



Pemeniutat Provinsc Ralimantan Jengak

Od%5
e s . elEy d “Yel(] UBYBGTUS UBWINYOQ UBLNSNALE Od¥s G s
000'000°51 Lsunyap | asdv | 000°000°SE LB | i SO et O3 33 ey ey g sy 00 B EELOCG0"L
Ocd¥S-Yd0 UBLUEQNIaf WSO YEwnp
elewd OdHS-Yd0 wewmyog
000000 SE uswnyop | aady 000°D00°SE ualmeop | B0y UBLNSNALS ISBLIPICOY (IS8 UBIDDET OdWS-vdQ ueunsniuag uep isewnooy | +000°L0° L L0'SO)
UER (WS- Y0 USimyo] yepump
Od¥S
i i ; BfEyd |-y UByBgrUS uawnyog uBunsniuad Ol %S UBEgIa g ey
0000005k USunyop | agdvy 000 00075k TP | . 1SEUIDIO0Y pSel ueioden Uep UBWAYOQ UBLNENAUB UEp ISEUIRIo0Y E000° LD L LD'S0 )
DSy UBUEGRIS USLUMYO( YNy
. OdHS-Y ¥y UaWwmyog
s e - BAEY A OelMS-dy uawnyeg o R R
000000 SE uswmyop | asdy 000 COnsE ualmyop | B0y uBunsnAua _mm_.:_“_._n.m_x. isey uesoden) UELNSNALE UEP SEUDICOY 20007 L0 L Ds0L
UBR JdWS- Yy Uelimgd] Yepumnp
o o ] BAEN A yelae(] iexbuelag yerae] Jeybusay o
000°000°SY e i a8dv 000'000°S¥ i E0Y UBBUBILSIE 4 USIITY0L] YEpun IFREUBMIEE] IS0 UBunsnAsa, LOOOLOLLOS0T)
TII4EM JEQ8) DUER
- o yesep yeybuesad eloury 1sENjEAD yesaeg yeybueiag ebaury i
000°000"06% 0ok aadv 000°000°062 00% uep uesebiuebued ‘ueeussuaied|isenfeag uep ‘unieBbuebBuay ‘UrEuRILBIRY HELOS0'E
uawmnyop uveunsniuad asejussing
ISNIADHd HYH3Y0 NYHY LNM3IW3d
UBEUESYELIA]0Y ASEJUDSAU 50"
000005 TFE'SE nok 0ady YT POL'SE ook SHELAAY asE) a__ NYSMHN ONVINNNId WYH008d D507 L
jexeseisey uebunpujsag
000005 ZFE L2 GEL095'PEL 0T EJSS Wnuif uequaley UEP UELLEJajUEY S0k
Buepig ueyeuIBWwE 4 UEENIQ
sese( ueuefiejag vebuag ueyeyieg
Buep, qileps weyeiusswe 4 ussnun I
(oL (3] [} ] [ ¥ £ [F4] (1Y)
sEyIpu) eliaury eueg JnEyIpu| eliaury
nbegeueg ueedes Bunued S nbed4eueg ueedes ISENOT (indingy) ugeiBaynhueibolg uep yesaeq
ueymngoy | 106:e1 | yeeren 9UNS | yeymngey | 1eBiey uegeiBayy{swonng) uByEJULGWE spoy
weboud elsaury Jojeqipu) uesnifyBuepiguesmn

SZ0Z nlew ueeeipod

$Z0Z UNYE] BEUBIUSY

$zoz unye] yebua] uejuewiey 1suinoid
eleid Buowed 1s1jod uemyes uejeibay uep weiboid euesusy
L'y i9qel

| 45

Renja PD Thn. 2025 - Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah



Pemeniutat Provinsc Ralimantan Jengak

Od¥HS eped yesaeq

S I - BAEM d . (d¥s eped yesaeq ppyy Guereg et
00000002 uinde] | Qady 000 000SE ueledey | 210y Euly m_cm_mm uesde ueunsniuad uei0deT UBUNSNAUSJ UED SEXISUOYaY SOO0ED L LDSDL
LEEP ISEIESU0Yay URIDdET] Yepunp
o i yeseep jeybueiad eped yesaep yipu| yesaeq jeybuesay e
000'000°02 04} a8dv i bl 00t Bueseq 1senEUWpE eAUBUESYENA ] eped yeiae ¥y Gueseg 1sensuwpy E0°L°L0°S0E
uebuenay uesode
. 0d¥s
o i BAEY 4 UELNENALS ISEUIPIOOY WEIDGET UED I : 6 PR,
D00 000" 0E usiun¥op g Jgdy 00000 0Z URLm§op 7 — (S UBISISAUSS UBUEIML | UBUEING UEISSELIAST JUBLBNML ] Jueueng uebueney| 200020 L LO'SOL
UBI00E UBLNENAUS UED ISEURDICDY
webuensy ueiodeT yepnp
Od¥S unye ||
. o i BAEY A Inpy uefuenay ussode ueunsniuad| O4WS unye] gy uebuenay ——
DO0000SE usiunyop | Qady 000 C00sE LrBlrogap | B0y ISEUIDIOOY JISEL UBIODET UEP JdNS UBI0dE" UBLNSNAUA UEP ISELERIO0Y GOO0'Z0° L LDS0"L
unye| sy uebvenay ueriode yeuenp
e o R BAEY d NS uBCwuefun | P . i LA
DO0'0000S LL Gueso g/ Qady SECIFEEDELL Gueio 74 210y uep iles) ewsauayy Buek Bueiq yepwny NSv uebuelun) uep feg uempaduad| LOOO'ZO L LO'SOL
"DO0'SEL ook IVERER (118 Py E1d Bueiag uebueney 1seRsLIwW| "L L0S0"
000" 000'SELLE Qady SEEIPEBEG'LL Buek ueBuenay ueiodejad aseussiag Yesaeq ey d W ISELSIUILDY Z0°VLO'S0°L
ieyeiedsep ueBunpuipag)
i s ; L UEp LUNWI[} UELUELUS]EY UBD Uegila)ay — o e
D0 000001 siungop | Qady 000 0007001 Lsiiermgop | Buepig veluequiabuay vep ueauag vesabitt L0007 LO° LT LDSD" )
L) | \ 1eybuelag eliaury IsenEA]
ISEN|EAT UED UEELESYER TsEpmse 4|
UEBUESYER 4 [SEH uslode yepump
WS LUy 1Sesieay
il iesquy) uep eliaury uereden) ueode Odus eliaury 1ses|esy Jesguy|
000 Do0sE usiunyop g Qady 000 000 SE LBergop g B0y UBLNsNAuS [SEUpICOY SEH ueiodeT ugp eliaury ueiede] uesode]| 9000° L0 L LOSO"L
UEp (445 ehaury sesieay 1esmyy) ueunEniua 4 UED ISELEICOY
wep eliaury veiedery ueiode] yeuwnp
{oy) 3] ] (L (a) (s) 4] 3] (z) ()
neyipuj eliaury mEyipu] Eliauny
nBegeueg uereded | ooy , EH nBeqreueg ueieden 1SEYOT {(inding) umeBaywesfold uep yesaeqg
uBYMNGey yebae ) QNG uBynINgay 1abue) ueje|Bayy(ewonng) UEYEjULI3 IS apoy
UBJE}ED Gou
weboig eliaury Jopeyipu) uesnunyGuepiguesn

5z0z nlew ueseiplag

$Z0Z UNYe] EUEDUSY

| 46

Renja PD Thn. 2025 - Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah



Pemeniutat Provinsc Ralimantan Jengak

000 ueinde oo uelode eled d | BINALYY IBING BSE( UBEXDAALE B0 L LOS0"
EAN R it a8dv DOO o000k 14 =0 |BINS BSE URBPSkLSS URIDDE] YepLNp ! | IEINg ESEf o d| LODO B0 L LDSDL
Wi e A yessep ueyejuuowsad uesnin YEIBE(] UEYEIULIBLIA | b, =
000°000'S8Z'0F s Gadv FELLEEO59'E 00k Buelunuad esel eAueipasia | uesnin Buelunuag eser ueeipafuag B0LH0S0L
ks Od¥S Bped Yoy sseqieg 0445 eped yuoasg
D00 0000z uaLun¥op | Qady 000 000°0ZL ueLn¥op | 0 UBYBILLER A WeSIC UBEUBSHE|SS SISEQJAY UBYEjULBLIA WaEIg) L0020 L DSl
ueSumyng uewWM¥O YELN ueeLEsyElR4 usbunyng
e R Buayey (S 1SEYMEUDY UED ISELIDIO0Y (45 1SEYNSWIY I et Y
0000007058 R Gadv SEERorLL URMEIRE ISLINDL 1edey ueieibusaiuag ueiode yepnp uep semp0oy jedey veriebiuapiuay BOO080 L H0S0L
o0 wawn ‘o0 USLLINTHOY EiEdd e iunl G0 L L0S0
0O0000sL HOP | 0ady 00O p00sL HOp | 210y webunluny isepse 4 ueiode] yepwny Nure | ueduniumy 1SERISES) 20002071 LOS0O°L
o UEYBIPasI(]
ooy UEWINNOP 2 agdy | 00000001 wewryopz| Srod fueA vefuepun-Guepuniad uemeiad ARBus - Daspa 500090 L LO'SD')
000'000°004 B0y UBIN|EI8 4 UEP WEEDEY WEleg uespaiua
UEp UBEJET UBYEQ LSBT0 WELN
o o BAEM A ueyEIpasi] bueh veepuebbuag| ueEpUEDDUa
r — “. ¥ b M =
DDO0D0'EL sual | Qady 000000 0L Ehuat § e10 uBp UENEIEY) BUBIRE 1BYEL UEWNT uep ueyEen) Guelen uempakuay SO0020° L LOSOL
- o BAEM 4 ueyerpasiq Gued Jojuey uedeybuapag) IojuEy e
000 00000 swial g Qady OFE ZEL9FD smual g Ej0y UED UBJE[EIE | 19 UBILNT uedesfuspa, UBp UEIEEISS UEBpaAUS 2000 20" L L0'SOL
oo siual o0 siual eley d Jo3uEy ueunbve :m_.__wmﬁ_m__u_._ww_n_ m__Hme__n. toyue)) ueunfueg webuelsuad s a0 L L0Tsn”
T g Qady 000 000Se G - b | g ML ; T ISEjE)SY] UBuDdwoy uEEpaiusy OO0 207 L LO'SOL
ISE|E)SU| Uaundwioy 18YEd YELnp
UEHEJEBDUAASIP
D00 0DD°SEE" 1 DoE 0ady BS LIS LSE'L {11118 Guek yesoep jeybuesed wnwn yeseeq jeybueiad wnwp isesuwpy 907 L0 ES0CL
ISENSILIWPE UBUEAE] 0SEUDSIa
* | . - S BAEN 4 ueremebaday 1segsumupy ueugcbusy veiemebaday o
00000052 a— Gadv 00000004 UBLLIMOP | B0y UEp UBE]EQUS 4 USWIN¥D(] YELn) |SERSIUMLDY ueyenbua UBp uBElEpUE E000'S0'L'HOSO')
. o BAEM A uedeybuajay Ingupy phuuedeybuagy .
000'00520€ 1M 5L aady 000'D05"20¢ =S 20 E]i952Q SEUN] UBIEYE 19N UBlUNr|  INguy Epesaq SEUN] USIENE, weepebivag €000'S0°L 10S0')
s oz yesaep jeybuesed ueiemebaday yEleE] e
000005 LZE 0oL aady D00 DOEZEE ook T m— JeyBueIsg ueiemeBaday ISERSUWPY SO0 E

{o1) (g (g) () (g} () iv) () (z) (1)
mEYIpU] eloury EyIpU] elisury
nBegEueg ueedeg | g, =11]-T4 | nbegeueg ueiedesy i1seyo] (indyng) umsiBayweibold uep yesaeq
Sty S : uag laquing ueymngay jaBue | umejBayy(awoang) UBUEJULISWa g apoy
i weboig eliaury Jopeyipu] uesnunBuepiguesnn

5zoz niew ueeeiied

YZOZ UNYyEe] BEUEDUSY

| 47

Renja PD Thn. 2025 - Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah



Pemeniutat Provinsc Ralimantan Jengak

sk 1 fuefepa | yeize[ sjeday
0000007002 uelode| | agdy 0070009, uesodej | b fiueh epeyad uep epa4 uesebauagd| usinjRieg uep yeiseq usimeia ueyebsusd| cLOD LO L ZOTSOL
E1od yedweq usuede usiode yepwnp| yedweq eybvel wejep veueis ueespaluay
TEULAOI]
Bk 1eybun | jeysiedsepy uelunpuad 1sum0a Jebun | 1evRIRisEy
000000052 uswnyop | agdy Qo0roon ook Laueryop | FtRA UE[ WNWY) Uequaiay Ueweiaiuaiay uebunpuys 4 uep wnwp veguEay | +100° L0 L Z0°S01L
e ueeiebbusaiuag seuipiooy| ‘uswersjusisy veemebbus|aiuay 1sEUDIDOY
UEEUESHE|D 4 FSEH LSLLETHO(] ULy
monBumyp Burk yesaeq (meg) | weep ﬂnzm._n””uﬂ.ﬂ“
D00 D00 0L ook aady FELBROSYLL ook LumLn Ueqiuajay Uep UelLeIajUa)ay L0 L Z0°S0°L
o EISE(] SEJUIT WL WEqILeay
ueuewesy uenbbued asejuesiag
uep uswesnualey uenbbues veueBuruay
[olinaIg eatey] Byt iae WRWN NYELLEI 1IN N0 NYINYHI LN LTH
D00 000" 0052 i3 aady FELB60°069°) ook uefunpuiped UEp WNWN UEQRIa)aY NVLYHONINGd WYHO0Hd Z0°50°4
‘ueweluajay ueuefejad uednyes
sl ISEjgeya] erey|EdIg BT
000000 00S bunpalig agdy 000 000SEE Gunpab g ﬂ_umv_u Gued eduwne veunBueg nepe JojuEy ueunbueq nele jojuey bunpean) eueleseld| OLODGO L LOSOL
fiunpas) BURIESEI4 UBP BUBIES YEpLN] UEp BUEIES ISE]HIEYS)/ LFEE FEL LR
Y ' ! il BAEM d eieyyadi bued i . ’ i e e e
000 000051 srual g aady 00O 00SEL sl g i s L AR, L BALLIET WISApY UEp UEEfRIa4 UBRIEYIRWa- B2 00060 L LOSD'L
aler ehuyefed umpeiegy vep eeypedig| vebuede nepe punsRIady) SEUNQ WEREPLSY
DO0"000 009 nun £z aady 000° 200005 Hun ¢ B0y Gued veyeger seui] uesiEpuay neje UBUIZUSd UEp YEled ‘veieyBwaL| LODD'60° L LOTSD)
seu] usfusinia g uERIEpUSY YEm) eleg ‘UERIEY|BWa 4 ESEl LEEIpaiua
e i eeynadip| yeieeq ueyejuuaway uesnin Buelunuag AL
000000 052" ) ook Qady 000" 000" 0%0° ) al Buek yessep yiw Bueseq asejuasiag yesaeq W Bueseg URRIRYIIWaS &60° L L0'S0°)
— ——— S— — eley g uBUEAE|3d " . i T
000 000 (00 01 | £ aady FELLEGOLF G £ 210y eser ueepalusg uziodeT yewny JOJUEY WM UEUBAB|3 BSEM UBBIDaAUAH | +000 80 L LO"SOL
. uexeipasig bued
g ueiode| £ aady 000 (00°0ET weiode| ¢ BlEdd LIS UEp Iy BAB( JSQUINS ‘EEENILNWOY TR vep Ay Z000'80 L LO°SO'L
000'000'59% B0 p ! - efE(] FBOWNS ISEYIUNLCY ESE UEEpaiua
BSE[ UBBIpaiuad usicde yepsnp
(o1 (e} (s} () [E] (s) ] (e} (2 (1)
mneyipu) eliaury = JENIpL| eleury
nbedreueg ueedes Bunuey En“ nbedeueg ueiedes 1seqoT] (yndyng) uejeiBaynueibolg uep yesaeq
UBYNINGay whiey | e 9 s uByMNgay jobie) uejeiBayy{owonng) UBYEJUIBLLIEH apoy
¥ weboud elaury Jojevipu) uesninyBuepiguesmn

5z0Z nlew ueeelpiag

¥Z0Z UNYE] BUBIUSY

| 48

Renja PD Thn. 2025 - Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah



Pemeniutat Provinsc Ralimantan Jengak

405 [ENsag niuagns)
Buayey UBIRIAS UED UBIAE(] URMEISA INUIBGNE) UBINEISH UBP YEIaE]]
Lo o e o PRI e
000000054 S, Gadv 000rose’66 AL ISEAAD uprelifueia seje uewebueuad uRINEie urieBbues sElE UBuEGURLE €000°¢0 L'e0s0’
UEBUBSYER ISEH URIode] wepwnp
MUIBGNE) WBINER | UBD YRISE( Wi idinaing
000 wescde) | aadvy 000 0SE 66 ueinde] Buajey GRNIES] WS (R UEp YEIBE(] URINJEs 4 UEBLESYEE “F L P GO
oooroooost g : I FSUIADL depews| usynye buek uesemebusy y 200020 LE0s0l
) depeysa] veyneday see uesemelivey
UEBUESHER [ISEH URIDdET Wepn[
000000 0SE uesode g4y | 000D0EEZ ueiode Buaie :;M._HMHM_ ”M“ﬁmm%ﬂ“ﬂ“wm TR o Z0° L2050
B = = i
b ol TSLHAQ 4 IR UEp YRIee(] uBInjesd ueyebaua  1ses)eis0g H0O'cO' L c0'S0'E
UBBUESHER [ISEH URiodE] Wepunp
by INWBGNE) UBINJEIS
000'000°05¥ 00k asdy | ooo000zze 0ot Buek qnBiag uep 1SuIn0lq BRIA) | oo, ueiseq uemesag ueseBousg Z0LZT0S0'L
ueseBBuejed ueyebauad asejuasiag
UESEPLILE S
usynye)g Gued essepy ueyneIay PSSR UBYNETUSY UEp BSEy Ynlupn)
Buayey uep esey ynlun ueuebueuay vep| veusbueusy uep uepqsLay INE|aWw Epeyiad
i _— - r— ! R
000 0007052 By GE gady | 00ooooosi ¥ SE s R e SO G s - s i ik i YO0 FO Y G0
UEY/ESEpISE WUy uBggeey uep|  wewsisqusjey uenbbven seje ueyEpUILa
wewelsuayey uenibues snsey yewnp
. aleetedey veRiBunG Bk EISNUEBYY SESY Y8 Esuenuag Guek sebin
ranoge —— ehed 4 UEBUESHE|S WEED ¥NSEULS] [EYEIeisey
000000 05E fueso ool agdy 00" D00 05 Bueio goL 1eyeishsey uebunpuiad uenjes uep BLOO LO°LE0's0 )
B0y uefiunpuipa 4 uenjes uep el Guowey
elesdBuowe 1sp04 UENeS WOS yepunp ke
BI04 UENES WS sejsedey uspeybuie
uejemebiuag uep veuswebuad| uejemebivad
Doy 'BOIEA “UBYNMALE 4 UED UBEUIQWSS uep ‘ueuelwefus ‘one4 UBELESYER
000 0007 00E Ensey G g4y FEL BEDES) SnEEy Gf ISUIND L ‘g yefia]) usp g myajag n=ap ‘ueynniuag uep ueeuiguag ‘uag yebao| 21007107 L E0S0TL
> yebeoiq Gued wnwn ueggsagay Uep UEp BUIC PS80 IN[EFALU LWL UBGEa]ay
vewelgjraley uenffues sneey yepwnp|  wep uswerswayay wenbibuen ueyebacuay
LMLy UBGE )
y . L agmig LLINLLTY WBgE gy
o o ehey 4 UBLIERUAsEY EyUR) WEED jEYRIRASE o e
000 000004 uswnyop | agdy 000 000 00F USiATop | uEp uswesajuaey exiiuel wemep eyeisisey| 0LO0°LO°LE0SO'L
B0 uelunpuipsd ueefepiaqusg ; =
uefiunpunied ueefepagqua
(3B JEnwBfy Susd USUETO Yepunp
(] (8) (8) 7] 1] (g) (¥ (€) (z) (1)
Jneyipu) Eliaury meyipu eliaury
nBegreueg ueieden Gtk a nbegeueg uejedesy 1seNo] {(inding) uejeiBaynueibold uep yesaeg
uBynjngay 1obue] :w?__u il uBymNgay jobue ) ueeiBayy(ewonnag) UByEjULIGWa g apoy
2 webaoig elaury Joleyipu] uesnunBuepiguesnin
5Z0z e ueeRIpIog ¥Z0Z UNYE] BUEIUDY

| 49

Renja PD Thn. 2025 - Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah



Pemeniutat Provinsc Ralimantan Jengak

000000001

ueiode| |

Q8dv

00000083

ueiode; |

Buayey
TSLIAQL A

SNdd
EuEjaag eliaury psey usiode e

SHdd 1euslanas jeumseiadn uebunyng

e000°E0 L 20's0°)

000000 002

ueicde| |

agdv

000'oo0ssL

ueuodej |

Guayey
IEUIADA

epiad umyebauay epas JEyeedsep|
UELLIEIEILS)aY UED LUMNLW[| Weqia)ay
uesiefiusaius Gumynpusy Wejep
o dd 1eqetay sepsedey useyBuusg
UEBUESYHER ISEH URICdE] e

SMdd Feuey uep seysedey uebuequabiuag

LODO'ED L2090 L

000°000°00E

1]

Q8dv

D00'000°EZE

euigip Buek jidrs
uabou jemefied yipifuad esejuesiag

1SUIADI (§Ndd)
rdig uabay 1emebag wiptiuag ueenigwag

E0°LEZOSOE

5Z0Z niew ueeelyIad

+¥Z0Z UNYE] BUBILSY

{oL) (&) (g) (2) (a) (5) ¥ () (z) (1)
aneyIpu) eliaury EYIpU] Elhaurny
nbegeueg ueeden Bunuey EUEQ nBed/eusg ueeden ISEYO] {(inding) ueymBayweibolg uep yeiseg
UBYMNgey 1ebue) ..__wmmaw DN uBynINgaY jaBie ) uepeiBay/(awonng) UBYEjULISLISg apoy
2 weboug elauny Jojeyipu uesnuny/Buepiguesnin

| 50

Renja PD Thn. 2025 - Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah



Pemeniutat Provinsc Ralimantan Tengat WA/

BAB V
PENUTUP

Demikianlah Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun Anggaran
2025 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah ini disusun sebagai
pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya dan
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan sistem akuntabilitas yang memadai.

Secara umum, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
berusaha merencanakan Program dan Kegiatan yang menjadi penjabaran dari Tugas
Pokok dan Fungsinya. Beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan program dan
kegiatan telah ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Perangkat Daerah selama Tahun Anggaran 2025. Dengan berpedoman pada
Rencana Kerja ini diharapkan ke depan, kualitas pelaksanaan Program dan Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dapat ditingkatkan dan dapat

dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.

Palangka Raya, 4 Juli 2024

Pembina Utama Madya
NIP. 19700228 199803 1 007
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